BAB III

OBYEK PENELITIAN DAN DESAIN PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan
pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen
Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubemur Jenderal Hindia Belanda,
Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai
oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh In J.P de Bordes dari
Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435
mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10
Agustus 1867.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kkaryawan
perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta
Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang.
Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pemyataan sikap oleh
Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa
mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa

Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri
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ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api
serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia
(DKARI).
Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta
Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api
(PTKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991,
nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api
(Perumka) dan semenjak tanggal I Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api
Indonesia (Persero) sampai sekarang.
a. Visi dan Misi
Pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini tidak lepas dari
usaha yang telah dilakukan oleh semua kalangan yang
terdapat dalam tubuh PT. Kereta Api Indonesia. Untuk itu,
demi memajukan perkeretaapian di Indonesia, masih perlu
dilakukan usaha yang berkesinambungan untuk memperbaiki
kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik lagi.
Visi : Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang
fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan
stakeholders.
Misi : Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis

usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model
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tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan
berdasarkan 4 pilar utama yaitu : keselamatan, ketepatan
waktu, pelayanan dan kenyamanan.

Sejalan dengan visi dan misi, PT. Kereta Api Indonesia terus
memprioritaskan  keselamatan, ketepatan  waktu,
pelayanan dan kenyamanan bagi pelanggan untuk tampil
dengan kinerja komersial dan di saat yang bersamaan juga mampu
memenuhi harapan stakeholders.

Selain memiliki visi dan misi, PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) juga memiliki budaya perusahaan yang merupakan pola
sikap, keyakinan, asumsi dan harapan yang dimiliki bersama
menjadi pegangan teguh dan pedoman dalam melakukan
interaksi antar karyawan dalam usaha mencapai sasaran
perusahaan, yang disebut RELA. RELA berarti ikhlas bekerja, ikhlas
berjuang, ikhlas berkorban dan ikhlas belajar untuk kemajuan
perusahaan. RELA juga merupakan penjabaran dari R : Ramabh, E :
Efisien dan efektif, L : Lancar, dan A : Aman.

b. Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003,
maksud dan tujuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah :
1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian

nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
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mutu dan pelayanan kepada masyarakat serta
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan
negara.

Mengejar keuntungan. Namun dalam hal-hal
tertentu untuk melakukan pelayanan umum, persero
dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan
prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan yang sehat.
Penugasan pemerintah harus disertai dengan
pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis
atau komersial.

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi
pemenuhan hajat hidup orang banyak. Setiap hasil usaha
dari BUMN baik berupa barang atau jasa dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang
belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
Kegiatan ini secara komersial tidak menguntungkan,

maka dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada

' L I | | PR | PRS- A



45

c. Budaya Perusahaan

)

2)

3

4

S)

Integritas

Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nifai kebijakan organisasi
dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan
untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan
bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.
Profesional

Memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan
yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk
menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan
yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

Keselamatan

Memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan
atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai
potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan
menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
Inovasi

Selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan
tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan
lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai
tambah bagi stakeholder.

Pelayanan prima
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standar mutu yang memuaskan dan sesnai harapan atau melebihi
harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability
(Kemampuan), Astitude (Sikap), Appearance (Penampilan),
Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability
(Tanggung jawab).

d. Permodalan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) mempunyai modal yang terdiri dari :

1) Modal dasar Perusahaan terdiri dari 3.500.000 saham
biasa dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham,
dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan
2010 telah disetor sejumlah 2.470.000 saham atau
sebesar Rp 2.470.000.000.000.

2) Pada tanggal 19 Mei 1999, telah ditempatkan dan
disetor penuh sebanyak 2.200.000 lembar saham biasa
oleh Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang

; saham tunggal sesuai dengan Keputusan Menteri
| Keuangan No. 173/KMK.01/1999 tanggal 19 Mei 1999.

3) Pada tanggal 12 Desember 2005, Pemerintah

menambah penyertaan modal sebesar

Rp.70.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan

{ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun
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Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia ke
dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Kereta Api Indonesia.

4) Pada tanggal 31 Mei 2006, Pemerintah menambah
penyertaan modal sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus
miliar Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 21
tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Perubahan
Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia ke
dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Kereta Api Indonesia.

5) Pada tanggal 10 Desember 2007, Pemerintah
menambah penyertaan modal sebesar
Rp.100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 74 tahun 2007 tanggal 10 Desember
2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

e. Kegiatan usaha
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kegiatannya ada

operasi untuk mengangkut orang dan barang-barang,
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1) Pulau Sumatera

La Sumatera Utara yang berpusat di Medan, meliputi :

a) Medan: PangkalanBerandan(Kabupaten Langkat)

b)

Medan: Pematang Siantar (Kabupaten Simalungun)

¢) Medan: Kisaran (Kabupaten Asahan)

d) Medan: Pelabuhan Belawan

Lb Sumatera selatan yang berpusat di Palembang

a) Mengangkut batu bara

b) Mengangkut minyak mentah

2) Pulau Jawa

Hampir semua tempat produksi di Pulau Jawa dilalui

oleh PT. Kereta Api Indonesia untuk mengangkut

penumpang, barang dan bahan mentah lainnya.

1) Kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan

2)

pelayanan kepada masyarakat dengan menambah jadwal
dan kereta saat terjadinya Hari Raya Idul Fitri, Natal,
Imlek dan hari-hari besar tertentu. Hal ini mendapat
tanggapan positif dari kepuasan masyarakat.

Layanan Umum

PT Kereta Api (Persero) memberikan layanan kereta api
penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang

beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api
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a) Kereta Penumpang

Kelas Argo

Kelas Argo adalah kelas layanan tertinggi PT
Kereta Api (Persero), yaitu dengan Kereta penumpang
berkapasitas 50 orang per kereta. Layanan yang
disediakan adalah tempat duduk yang bisa diatur,
pendingin udara, hiburan video dan audio visual
Rangkaian kereta api jenis ini mulai diluncurkan
pada tanggal 31 Juli 1995 untuk memperingati 50
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada
awalnya hanya dua kereta api yang dioperasikan,
yaitu Argo Bromo yang melayani rute Gambir-
Surabaya Pasar Turi dan Argo Gede yang
melayani rute Gambir-Bandung. Saat ini, kereta api
Argo Bromo telah digantikan dengan Argo Bromo
Anggrek.

Kelas satwa

Kelas Satwa adalah kelas layanan kedua tertinggi,
dengan kereta penumpang kelas eksekutif (50
penumpang) dan bisnis (64penumpang). Layanan

Kelas Satwa diberikan pada jalur-jalur berikut ini:

— . - .
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v' Mutiara Timur yang melayani rute Surabaya
Kota-Banyuwangi hingga Denpasar, Bali
menggunakan bus dari Banyuwangi.

v Lodaya yang melayani rote Bandung-Solo
Balapan.

v' Gajayana yang melayani rute Gambir-Malang.

v" Bima yang melayani rote Gambir-Yogyakarta-
Surabaya Gubeng.

v" Taksaka yang lmelayani rate Jakarta Kota-
Yogyakarta.

v' Sembrani dan Gumarang yang
melayani rote Jakarta Kota-Surabaya
Pasar Turi.

v" Turangga yang melayani rote Bandung-Surabaya
Gubeng.

v" Harina yang melayani rute Bandung-SeI_narang
Tawang. |

v Rajawali yang melayani rute
Semarang Tawang-Surabaya Pasar
Turi.

Kelas ekonomi unggulan

Dalam rangka pemerataan pelayanan kepada
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sejumlah kereta api komersial yang berfungsi

sebagai subsidi silang pada pelayanan kereta

api kelas ekonomi, PT Kereta Api (Persero)

juga mengoperasikan sejumlah rangkaian kereta api

kelas ekonomi unggulan, yaitu:

v Brantas yang melayani rate Tanah Abang
Kediri.

v Matarmaja yang melayani rote Malang-Pasar
Senen.

v~ Kaligung yang melayani rute Tegal-Semarang
Poncol. Logawa yang melayani rote Purwokerto-
Jember.

v/ Sri Tanjung yang melayani rute Banyuwangi-
Yogyakarta.

Kelas ekonomi

Tarif kereta api kelas ekonomi ditetapkan oleh

pemerintah sehingga secara keseluruhan biaya

operasi tidak dapat ditutup dengan tarif yang

dikenakan kepada masyarakat. Sampai saat ini,

PT Kereta Api (Persero) melakukan subsidi silang

dari pendapatan rangkaian kereta api kelas Argo

dan kelas satu pada kelas ekonomi. Beberapa
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v Kereta Rel Diesel yang melayani rute Surabaya
Pasar Turi-Cepu dan Surabaya Kota-Kertosono.

v’ Penataran yang melayani rate Surabaya Kota-
Blitar lewat Malang.

v Probowangi yang melayani rute Probolinggo-
Banyuwangi.

v’ Rapih Dhoho yang melayani rate Surabaya

Kota-Blitar lewat Kertosono.

e Kereta wisata

PT Kereta Api (Persero) juga menyediakan layanan
kereta wisata yang tarifnya disesuaikan dengan harga
paket wisata pilihan penumpangnya. Kereta wisata
diberi nama Nusantara, Bali, dan Toraja.
Selain itu, di Ambarawa tersedia pula kereta
wisata dengan lokomotif uap bergigi. Kereta Barang
Baja satwa

Kereta barang Baja Satwa dikhususkan untuk
mengangkut barang yang melayani rute Jakarta
Kampung Bandan-Surabaya Pasar Turi.

Barang yang diangkut kebanyakan berupa peti
kemas yang jenis komoditas angkutannya tidak

terbatas. Sayangnya, saat ini Stasiun Kampung
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Koridor layanannya sama dengan kereta api
Antaboga, yaitu Jakarta-Surabaya Pasar Turi,
tetapi sarana Yyang digunakan berupa gerbong
tertutup. Komoditas yang dapat diangkut juga
bermacam-macam, sesuai dengan keadaan pasar.

Ketja sama antar BUMN

Beberapa BUMN telah melakukan kerja sama
dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
mengangkut bahan baky atau produksi, antara lain :
v PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero)

v" PT. Pertamina (Persero)

v" PT. Semen Gresik (Persero)

v PT. Semen Padang (Persero)

v" PT. Asuransi J iwasraya (Persero)

v" PT. Angkasa Pura II (Persero)

Khusus untuk no A5 dan 6 untuk mengasumsikan
para penumpang diangkut oleh PT. Kereta Api
Indonesia (Persero).

Daerah Operasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Dalam menjalankan usahanya PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) memiliki daerah operasi

(DAOP), divisi regional (DIVRE) sebagai berikut :

-
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¢ Dacrah operasi (DAOP), terdiri dari :

v" Daop 1, berkedudukan di Jakarta

v Daop 2, berkedudukan di Bandung
Daop 3, berkedudukan di Cirebon
Daop 4, berkedudukan di Semarang

Daop 5, berkedudukan di Purwokerto

L N N NN

Daop 6, berkedudukan di Yogyakarta

<

Daop 7, berkedudukan Madiun

\

Daop 8, berkedudukan di Surabaya
v" Daop 9, berkedudukan di Jember
e Divisi Regional (Divre), terdiri dari :
¥" Divre I, berkedudukan di Medan
v’ Divre II, berkedudukan di Padang
v Divre III, berkedudukan di Palembang
2. Aspek hukum
PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamatkan di
Jalan Perintis Kemerdekaan No.l Bandung 40181, Selanjutnya
disingkat "Perusahaan" mengalami Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19/1998
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan akta 1 J uni 1999
Nomor 2, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta dan kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal
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Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal | Oktober
1999 Nomor C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Januari 2000
Nomor 4 Tambahan Nomor 240/2000, serta kemudian susunan
anggota Direksi dan Komisaris perseroan tersebut telah diubah
dengan akta masing-masing dan berturut-turut tertanggal 29 Juli 2005
nomor 54, dan 29 Agustus 2005 nomor 49, dan tertanggal 31
Oktober 2005 nomor 29 yang ketiganya dibuat oleh Surjadi
Jasin, SH, Notaris di Bandung tentang pemberitahuan perubahan
Direksi dan Komisaris, Perseroan yang telah diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
surat tertanggal 23 September 2005 Nomor C-UM.02.01.14075 dan
tertanggal 05 Desember 2005 Nomor C-UM.02.01.17770, serta seluruh
anggaran dasarya telah disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan
akta tertanggal 09 Agustus 2008 Nomor 65 yang dibuat dihadapan
Surjadi Jasin, SH, Notaris di Bandung, dengan akta yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 23
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003,
Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden
disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan
Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Selain itu, berlaku pula segala
ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dan memiliki organ persero yang terdiri dari
RUPS, Direksi dan Komisaris.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 40 tahun
2007, akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan
lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

. Struktur Organisasi

Pada dasarnya bentuk struktur organisasi PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) menganut sktruktur organisasi gain dan slaft.
Bentuk ini dapat menunjukkan hubungan hicrarki dari organisasi
secara menyeluruh sehingga tenaga ahli dapat berfungsi dalam
bentuk slafi yang penting untuk membantu tugas pimpinan.
Sampai saat ini jumlah tenaga sumber daya manusia berjumlah 26.405
orang.

Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

KEP.U/OT.003/III/6/KA-2009 tentang susunan organisasi dan tata
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lingkungan kantor tersebyt adalah sebagai berikut -

a. Dewan komisaris
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor
KEP-148/MBU2008 tanggal 4 Agustus 2008, susunan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Iman Haryatno

Komisaris : Martinus Suwasono
Komisaris : Herry Bakti
Komisaris : Abi kusno
Komisaris : Yahya Ombara
Komisaris : Ashwin Sasongko S

b. Dewan direksi
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.
KEP-69/MBUMN/2005 tanggal27 September 2005 dan No. KEP-
131/MBU/2007 tanggal 6 Juli 2007, susunan Direksi pada tanggal 31

Desember 2008 dan 2007, sebagai berikut :

Direktur utama : Ignasius Johan

Wakil direktur utama : Darmawan Paud
Direktur keuangan : Kurniadi Atmosasmito
Direktur teknik : Sudarso Widyono
Direktur operasi : Bambang Irawan

Direktur SDM dan umum : Joko Margono
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Direktur keselamatan : Rono Pradipto
Direktur komersial : Sulistyo Wimbo Hardjito
Direksi merupakan organ BUMN yang bertanggung

Jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN

serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 3

menyatakan Direksi sebagai selaku organ BUMN yang ditugasi

melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang
berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi :

1) Transparansi yaitu keterbukaan dalam melakukan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2) Kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporat
yang sehat.

3) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.

4) Pertanggungjawaban : yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
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prinsip korporasi yang sehat.

5) Kewajaran: yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap perundang-undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.

c. Direktorat Teknik

Managing Director of Tehnics mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknik prasarana dan sarana
secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi
pembangunan dan Perawatan prasarana dan sarana,
menyelenggarakan rekayasa teknik prasarana dan sarana serta
mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mengkonsolidasikan
unit organisasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung
jawabnya Managing Director of Tehnics, dibantu oleh 5 (lima) VP
yaitu:

1) VP. Track and Bridge

2) VP. Signalling, Tellecomunication and Electricity
3) VP. Tractive Rail Vehicles
4) VP. Coaches and Wagons
5) VP. Technical Engineering
d. Direktorat operasi

Managing Director of Operation, mempunyai tugas pokok
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terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional lalu-lintas dan
angkutan kereta api meliputi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi perjalanan KA, mengintegrasikan,
mengkonsolidasikan unit-unit bisnis dan unit organisasi di
bawahnya, menjamin kualitas layanan operasi KA yang
meliputi:  keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan,
kebersihan dan keamanan serta ketertiban dan membina Pusat
Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan
tanggung jawabnya Managing Director of Operation
dibantu oleh 4 VP, yaitu :

a. VP. Train Operation Planning

b. VP. Train Control and Evaluation

c. VP. Service and Security

d. VP. Quality Assurance

Satuan Pengawasan Intern

Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern
(SPI) yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. SPI
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung
kepada direktur utama. Direksi wajib memperhatikan dan segera
mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala

sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
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keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI

kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Satuan Pengawasan

Intern ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 Pasal 67.

f. Anak Perusahaan

Karena peraturan pemerintah yang mengharuskan BUMN

kembali kepada bisnis intinya, maka dipecah menjadi anak

perusahaan yaitu :

1) PT. Raillink (kegiatannya berupa pengusahaan Kereta Api
Bandara, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan
berdomisili di Jakarta).

2) PT KAl Commuter Jabodetabek (kegiatannya berupa
pengusahaan Kereta Api Jabodetabek, saat ini masih dalam
tahap pengembangan dan berdomisili di Jakarta).

3) PT Reska Multi Usaha (kegiatannya berupa restoran Kereta Api,
berdomisili di Bandung)

4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Kerja dan Anggaran Peruahaan Usaha Kecil atau Koperasi
(RKAPUKK)

Sesuai keputusan menteri BUMN Nomor 101/MBU/2002 BUMN
wajib menyusun RKAP dan RKAPUKK dan sesuai ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun
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kepada Komisaris. Penyusunan RKAP berpedoman kepada SK
Menteri Keuangan No. S-495/MK/01/2000 tanggal 12 Oktober 2000
dan berpedoman kepada KEP- 101/MBU/2002 Menteri BUMN. Sedangkan
penyusunan RKAPUKK mengenai program kemitraan BUMN dengan
usaha kecil dan program bina lingkungan berpedoman pada SK
Menteri BUMN Nomor 236BMU/2003. Penanaman modal dan
Pembinaan BUMN telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan
ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2005.

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2005 dan SK Menteri
BUMN Nomor 101/MBU/2002 Direksi wajib menyediakan rencana
kerja dan anggaran perusahaan yang memuat penjabaran tahunan
dan rencana jangka panjang. Rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris
dan Dewan Pengawas, diajukan kepada RUPS seclambat-
lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk
memperolech pengesahan. Dan disahkan oleh RUPS selambat-
Jambatnya 30 hari setelah tahun anggaran berjalan. Terhadap
BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 tahun berturut-turut,

kewenangan RUPS dapat dikuasakan kepada Komisaris. Yang
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5. Laporan Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Setiap perusahaan memiliki ketentuan dalam menyusun
anggaran atau laporan keuangan bagi perusahaan tersebut, begitu
pula dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.  Dalam
pembuatan anggaran dasar Perseroan, terdapat beberapa ketentuan antara
lain sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 mengenai Perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa
dalam akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan
lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga
mengatur mengenai perubahan anggaran dasar yang ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) dan acara mengenai
perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam
panggilan RUPS.

Ketentuan lain mengenai laporan keuangan Perseroan
adalah modal BUMN yang disebutkan dalam Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2003 merupakan dan berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka
pendirian BUMN dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-
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Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Kerja dan Anggaran Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(RKAPUKK). Dalam hal ini, RKAP yang dimaksud dalam Keputusan
Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
sekurang-kurangnya memuat Rencana Kerja Perusahaan,
Anggaran Perusahaan, Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan,
Proyeksi Pokok Anak Perusahaan dan hal-hal lain yang
memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Sedangkan untuk Rencana Kerja dan Anggaran
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (RKAPUKK) yang
disebutkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-
101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 meliputi pembinaan usaha
kecil dan koperasi menurut wilayah binaan yang diberikan dalam
bentuk hibah, pinjaman dan penyertaan pada usaha kecil dan
koperasi.

Untuk jelasnya mengenai laporan keuangan yang dimiliki
oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat dilihat pada bagian
lampiran dalam skripsi ini yang terdiri dari Neraca Konsolidasian,

Laporan Laba Rugi Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas
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B. Desain Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyusun penelitian, penulis menggunakan jenis data
primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, berupa
data laporan keuangan tahun 2007-2011 dan penerapan dari
Surat Keputusan Menteri BUMN KEP-236/MBU/2003.
2. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan yang akan dibahas,
maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,
antara lain :
a. Penelitian kepustakaan (library research)
Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan-bahan atau
informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam
penulisan skripsi dan berhubungan dengan topik bahasan
skripsi. Referensi diambil dari buku-buku yang berhubungan
erat dengan materi pokok dan obyek penelitian, majalah
pendukung, baik dari catatan kuliah di Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan, dan sumber-
sumber lain yang berhubungan dengan topik bahasan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan (field research)
Selain dengan penelitian kepustakaan, dalam skripsi ini
juga dilakukan penelitian lapangan dalam mengumpulkan

informasi. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian
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Api Indonesia (Persero) sebagai obyek penelitian. Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :
1) Wawancara pihak-pihak pada fungsi terkait (inrerview)

2) Pengamatan (observation)

3) Proses pengumpulan data

4) Analytical procedures

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa masalah yang dihadapai sebagai obyek

pembahasan ini, digunakan dua metode analisis sebagai berikut:

a.

Metode analisis deskriptif : dengan merumuskan dan
menafsirkan data yang diperoleh serta mengolahnya sehingga
diperoleh gambaran masalah yang akan dibahas serta di analisis
kemudian dilakukan pembahasan yang berlaku umum.

Metode analisis deduktif : menganalisis dengan cara
mengumpulkan teori yang “berlaku khusus kemudian

dilakukan pembahasan yang beriaku umum.

4. Penyajian Data

Dari seluruh informasi atau data yang diperoleh dalam

penelitian, maka informasi atau data tersebut disajikan dalam

bentuk perhitungan mulai dari analisis laporan keuangan,

perhitungan analisis kebangkrutan, dan evaluasi kinerja untuk

menilai tingkat kesehatan perusahaan jasa kereta api PT.
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